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BUPATI KONAWE
PROVINSISULAWESITENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR \3 TAHUN 2020

TENTANG

PECOMAN PENGGUNAAN TANOA TANGAN ELEKTRO~IK
PADA PELAYANAN PERIZINAN 01 OINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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DENGAN RAHMATTUHANYAl\IGMAHAESA

BUPATI KO~JAVVE,

a. Bahwa dalarn ranqka mewujudkan keberhasilan pembangunan

harus didul~ung oleh kecepatan pelayanan melalui implementasi

penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara elektronik (E

Government) Dinas Penanarnar: Modal & Pelayanan Terpadu Satu

Pin!u;

b. Bahwa untuk mewujudkan rnaksud huruf a dan dalam rangka

rneninqkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu menerapkan

Tanda Tangan Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan

Pclayanan Terpadu Satu Pintu.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati

Konawe tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan

Elektronik pada Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpad.i Satu Pintu;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan

Daerah Tingl<at II Oi Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nornor 74. Tambahan Lembaran

~~egara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik lndonest Tahun 2009 Nomor 112

Tambahan l.ernbaran Republik Indonesia Nomor 5038):

~. Undang-Undang Repubiik lndonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transalcsi Elektronik (Lembara Neqara Republik

G.

I,

Indonesia Tahun 200e Nornor 58);
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Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 21014 tentsnq Pemerintah oaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimna

telah diu bah beberapa kali terakhir dan Undang-Undangn Nomor 9

Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua At3S Undang-Undangn

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan

Lernbaran Republik Indonesia Nomor 5679):

Peraturan Pemerintah Nome- 82 Tahun 2012 tentanq:

P.::nyelenggaraan Sistern dan Transaksi Elektronik (Lernbaran

Neqara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 189);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal:

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

s.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman

Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi

Pernerintah;

Peraturan Menteri Komunik asi dan lnformatika Republik Indonesia

Nomoi 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran

Penyalenqqara Sislem Elektronik;

10. Peraturan oaerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

8.

9.

Sueunan Organisasi Peranqkat Daerah Kabupaten Konawe

MEMUTUSKAN

PERATURAN SUPATI TENTANG PEDOMAN ?ENGGUI\:AAN TANoA

TJ\NGAN -ELEKTRONIK PADA PELAYANAN PERIZINAN 01 olNAS

PENANP.MAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAoU SATU P~NTU;

BABI
f<ETENTUAN UMUfv1

Pasat t

Dalarr Peraturan Supati ini yang dirnaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.

2. 8upati adalah Bupati Konawe.

'.3. Pernerintah oaerah adalah Supati dan Perangkat oaerah sebagai unsur penyelenggara

Perner.ntahan Daerah ..

4, Dinas Penanaman Modal&. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut

Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Konawe.
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i<.e~alaDinas Penanarnan MOdal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Sel2njutnya

Qrslngkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Konawe ..

Tanda Tancan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik

yang diqunakan sebagoi alat verifikasi dan autentikasi.

Penanda Tangan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

• I'

7.

.B,. Data Pernbuatan Tanda Tangari Elektronik adalah kode pribadi, kode tiiometrik, kode

kdptoqrafi, dan/atau kode yang dihasilkan dad pengubahan tanda tangan manual

rneniadi Tanda Tangan Elektronik, terrnasuk <ode lain yang dihasilkan dari

perks.rnbancan Teknologi !nformasi.

Penyelenggara Tanda Tangari Elektronik adalah Oinas Penanaman Modal &

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

10. Aplikasi Perizinan adaiah Aplikasi yang diqunakan dalam proses penerbitan izin di

Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

11. Pelayanun Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam :angb pemenuhan

I •

9..

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap

warJa negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang

<ilisediak.anoleh penyelenggara pelayanan publik.

1.2. Perizinan adalah hukum yal~g rnenqatur hubungcon rnasyarakat denqan Negara dalam

hal adanya masyarakat yang memohon izin .
• I

PASAL2

(.1.). Maksuci ditetapkannya pedoman penqqunaan tanda tangan elektronik ini acalah untuk

mernberikan landasan hukum dalam rnenqqunal.an tanda tanqan elektronik pada

pelayanan perizinan di Oinas.

(2·). Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada palayanan perizinan di Oinas bertujuan untuk

mendukunq kelancaran, eTe'ktifitas dan efisiensi penyelenqqaraan pelayanan perizinan di

Dinas.

BAB II
PENGGUNAAN TANDA lANGAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

, "

Pasal 3

(,1').Tanda Tangan Elektronik yang digunakan pada pelayanan perizir.an di Di.ias yaitu..
Tanda Tanqan Elektronik tidak tersertifikasi.

'(2). Tanda Tangan Elektronil< tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik .



(3), Sentuk Tanda Tanqan Elektronik tidak tersertifil<asi sebacal .
(1) yaitu : c galmana dllnaksud pada ayat

8.
Scan tanda tangan kepala Oinas yang d'sirnpan pada Aplikasi Pe:-izinan'

Proses scan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud h ~ f . it
u:u a ya: u tanda

tanqan basah kepala di scan dengan rnesin scanner lalu hasilnya di imput pada
apiikasi perizinan.

Ukuran scan tanda tanqan elektronik sebagaimana dimaksud huruf a vaitu
150 x 120 pixel dengan size 1 MB '

Bentuk lain tanda tang an elektornik yaitu tanda t:mgan yang din.lis menggunakan
pen pada hand phone dengan aplikasi android.

0.

c.
.,

d.
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Pasal4

('1), Tanda Tangan Elektronik aebaqai-nana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan

persetujuan Kepala Dinas atas izin yang ditanda tatangani denqan Tanda Tangan
Elektronik tersebut.

(2). Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfunqsi sebaqai alat

autentikasi dan verifikasi atas ::

a. Identitas perranda tangan; atau

b. Keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.

Bagian Kedua
Ketentuan Penggunaan

Pasal 5

Tanda Tangan Elektroriik digunakan oleh Kepala Dinas untuk penerbitan izin

Pasal6

(1) ..Tanda Tanqan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukurn yang sah [ilea :

a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

h. Data Pernbuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan

hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

c. Persetujuan terhadap izin dilakukan Kepala Dinas melalui menu pengesahan

pada Aplikasi Perizinan.

(2). Ketentuan sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sepanjang Tanda

Tangan Elektronik digunakan untuk penerbitan izin melalui aplikasi perizinan.

Pasal?

(1). Data Pernbuatan Tanda Tangan Elektronlk wajib secara unik merujuk hanya kepada

Kepala Dinas dan dapat digunakanuntuk mer.gidentifikasi I\epala Dinas
(2). Data P'3mbuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ciouat oleh Admin Aplikasi Perizinan.



(3). Data .~embuatan Tanda Tangan Elektr -mile sebagaimana dimaksud pada a at
ayat \L) harus rnemenuhi ketentuan: Y (1) dan

Seluruh proses pembuatan Data Tanda Tangan Elel<tronil< di . k
. IJamln eamanan dan

kerahaslaan oleh Admin Aplikasi Perizinan;

Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media

elektronik yang berada dalarn penguasaan Penanda Tangan;

Dahl yarlg terkait der.qan Penanda Tangan wajib tersimpan di ternpat atau sarana

penyimp:anan data yang menggunakan sistem terpercaya milik Dir.as yang dapat
mendetekst adanyz perubahan dan memenuhi persyaratan:

1. Hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru,
mengubah, rnenukar atau mengganti data;

2 Informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keutentikannya; dan

(4). Penanda Tangan dan Admin Aplikasi Perizinan wajib menjaga kerahasiaan dan

(-I.

b.

c

bertanggung jawab atas Data Pernbuatan Tanda Tangan Elel<tronik.

Pasal8

(1). Pada proses penandatanganan wajib dilakukan mekanisrne untuk rne-nastikan Data

Pernbuatan Tanda Tanqan Elektronik:, .
a. Masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak cJitarik;

I). Tidak dilaporkan hilang; .

• E. Tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan

d. Berada dalam kuasa Penanda Tangan.

(2). Sebelum dilakul<an penandatanganan, izin yang akan ditandatangani wajib diketahui

clan dipaharnioteh Kepaia Dinas.

(3). Persetujuan Kepala Dinas terhadap izin yang akan ditanda tangani de·1gan Tanda

Tangan Elel<tronik wajib menggunakan Aplilcasi Perizinan.

Pasal 9

A<;lmin Aplikasi Perizinan bertanggung jawab atas penggunaan Data Pembuatan Tanda

Tanqan Elektronik atau alat pembuat Tanda Tangan Elektronik.

Pasal10

(1). Sebelurn Tanda Tangan Elektronik digunakan. Adrain Aplikasi Perizirian wajib

mernastikan identifikasi awal Penanda Tangan dengan cara:

a. Kepala Oinas menyampaikan identitas kepada Admin Aplikasi Perizinan;

C. Kepala Dinas melakukan registrasi kepada Admin Aplikasi Perizlnan;

(2). Proses verifikasi Informasi Elel<tronik yang ditanda tanqani dapat dilakukan dengan

pengecekan infcrmasi melalui aplikasi penzinan.



/'
/'

Pasal11

(1). Oalarn hal terjadi penyalahqur.aan Tanda Tanqan Elektronik 01e\1pihak lain yang tidak
berhak, tanggung ;awab pembuktian penyalahgunaan Tanda. Tangan Elektronik
dibebankankepsda:

.. a. FrontOffice pada prosespendaftaran

b. BackOffice padaprosespendataan

c KepalaBidangpelayannanperizinan pada prosesrapat dan surveylapanqan
d. Tim t.eknispadaprosesrekomendasl
e. KepalaDPMPTSP padaprosespenetapan

f. 8endaha.ra penerimaan padaprosespernbayaran

.(2). Penetapan penanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tanqan elektronik

sebagaimana dirnaksud padaayat (1) dibuatmelalui keputusan KepalaDinas.

BAB IV
KETENTUANPENUTUP

PASAL12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundungkan. Agar setiap orang dapat

rpengetahuinya, memerintahkan Pengundangan ?eraturan Bupati ini dengan

penernpatannya dalam 8eritah Daerah Kabupaten Konawe

Ditetapkandi Unaaha
PadaTanggal :?o (!1!JU(JA,(lA 2020

Diun:::langkandi Unaaha
Padal~nggal:' 2020

SfKRETARIS DAERAH,

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR ..'3.0.~..
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